PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR (, TAHUN 2024

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA, -

‘Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanju
Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rincian Prioritas Pengguhaan Dana Desa tahun
2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2024, Peraturan Meﬁteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana

Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
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Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun
2024, Bupati mengatur Prioritas Penggunaan dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun
Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaiména
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
:Penetapan Peraturan Pemerinfah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undanngndang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); |
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
’Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
E5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
"Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);



12.

13.

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang
Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan
Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 530);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146

: Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

15.

16.

17.

18.

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Nomor 868 Indonesia Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 963);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);

‘Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);



Menetapkan :

19.
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2022 Nomor 48);

20.
;Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bombana Tahun 2018 Nemor 60} sebagaimana telah diubah

5.

Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2022 tentang

Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang

dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
- Bombana Tahun 2020 Nomor 64};

21.

Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang

~ Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

 Desa Kabupaten Bombana: (Berita Daeraly Kabupaten Bombara
- Tahun 2022 Nomor29).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG
BERSU-MBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANCA
NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

nal SR

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
Bupati adalah Bupati Bombana.

Desa adalahi desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

~se1ahjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

‘memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pem;erintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

v
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prakarsa maéyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihorméti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. '

Dana Desa aildalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Perjdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai l?enyelenaanfaan Pemenntahan, Pelaksanaan Pembangunan,
Pembinaan = Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Kewenangan fDesa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengajl perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepen’ti-ngm masyarakat Desa yang telah dijanjikan oleh Desa,
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena
perkembangah Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
disebut Mﬁsyawarah Desa adalah musyawarah antara badan
permusyawafatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang
d1se1enggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan
hal yang be"suat strategis

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagal unsur penyelenggara Pemermtahan Desa.
Pemerlntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Repubhk Indonesia.

.Jumlah Desg adalah jumlah Desa yangv ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Badan Perrriusyawaratan Desa ‘yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungéi pémerintahan yang anggotanya
merupakan wakll dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara Demokratis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM

Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

(enam} tahumn.
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Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutﬁya disingkat RKP Desa adalah
penjabaran dar1 RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah, yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
disetujui oleh%Dewan Perwakilan Rakyat.

Prioritas Penégunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan dari pade: pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai denggln Dana Desa. 7

Padat Karya Tuna1 Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,
khusunya y@ng miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakén pemanfaatan sumber daya’,'tenaga kerja, dan teknologi lokal
untuk memb;erikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan,

dan meningkétkan kesejahteraan rakyat.

- Pandemi- COVID-19 adalah bencana yang -disebabkan oleh faktor nonalam

yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan daﬁ kejiwaan atau psikologis manusia.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan

langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada

keluarga: penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-

Undangan.
SDGs Desa édalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunaniberkelanjutan.

Tenaga ;Pendiamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut

'oleh kemente:rian yang bertugas melakukan pendampingan ditingkat Desa,

Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Anggaran Perixdapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

- disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

23.

‘dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Per}dapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa

‘adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
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(1)

(3)

o,
Keuangan DeSa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan idengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.

. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan. yang ditetapkan

oleh Kepalai Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

Pasal 2
Pengg’unaan-]i)ana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus -oleh

Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini; dan

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud | pada ayat (1) diarahkan untuk

percepatan p{ancapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ditujukan untuk;i memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa

dalam rangka:

a.
b.

C.

peningkatan-kesejahteraan Masyarakat Desa;
peningkatari kualitas hidup manusia; serta

penanggulahgan kemiskinan.
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; BAB II
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
| Pasal 4

Prioritas Pengguﬁaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

,pembanﬂunan sarana.dan prasarana Desa;

b
c. . pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d

. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a terd1r1 atas:

a.
b:
- C.
d.

pencegahan dan penurunan stuntmg di Desa;

per luasm akses layanan kesehatan sesuai kewenangain Desa;

penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan

penguatén ketahanan pangan nabati dan hewani.

(2) Rincian penibangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a
b.

pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;

pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan
kcwusmnan dan kawasan kumubh;

pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di
Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;

pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
pemban;gunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan

kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;

pembangunan sarana -dan prasarana dalam rangka peningkatan

keterlibétan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan

penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Rincian pe_ngembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud

dalam Pasa}. 4 huruf c terdirl atas:
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a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan uSaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;

'b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh

badan uéaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; dan

c. pengembangan Desa wisata.

- Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

- rincian:
-a. pemanfaatan energi terbarukan;
~b. pengelolaan lingkungan Desa; dan

C. pelestariém sumber daya alam Desa.

Pasal 6 |

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.
b.

(1)

penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat;

penguatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

‘ pengawasan Pembangunan desa;

pengembangan kapasitas ekonoml produktif dan kewirausahaan

| masyarakat desa;
pengembangan seni budaya local; dan

- penguatan kapasitas Masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan

bencana alam dan nonalam.

: , Pasal 7

Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidlip sehaté sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup
sehat délam-v rangka pencegahaﬁ-danﬂpenurunan stuntingdi Desa;

b. _penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit
penanggulangan penyakit menular dan penyakit;

C. penyeleﬁggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup
sehat dalam rangka optlmallsas1 masyarakat hidup sehat dalam rangka

opt1mal1sas1, dan
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d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
masymakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi gelap narkotika dan
prekurso:r narkotika. |

Rincian pénguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

.pel&ksanaa@, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan
kohsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan

hewani;

~ c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam

»pembwgﬂinan- dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa;
dan |

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik
alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan
terbarukan. |

Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan

masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ terdiri atas:

a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan
masyarakat Desa;

b. pendiriain, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
‘badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

Rincian ~pepgem-bangan- seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 hufuf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.

Rincian penguatan kapasitas | masyarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganah bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e terdiri atas: |

a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
mengh@dapi tanggap darurat bencana alam; dan

b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
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menghadapi tanggap darurayt> bencaﬁa nonalam atau kejadian luar

biasa.

BAB 111
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk

mendukung:

a. penanganan kemiskinan ekstrem; .~

b programéketahanan pangan dan hewani;

c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau

d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM
Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai
potensi dan karakteristik desa.

Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

: dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Pasal 9
Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa Bantuan

Langsung Tunai Desa.

- Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga

miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa
bersangkutén.

Keluarga ﬁenerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis,

dan/atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia; atau

e. perempﬁan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
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Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud

-‘pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah

sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung ’I‘unau Desa.
Daftar kelua:rga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan

ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 10

‘Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua pﬁluh lima persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebesar Rp. 309-.000;00-:(=tiga‘ ratus ribu rupiahy} setiap- bulan.

Bantuan Lahgsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

“diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan mulai buian Januari dan dapat dibayarkan paling

banyak untLik 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 11
Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani
sebagaimané dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dialokasikan paling
rendah 20%§(dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
Fokus »pengg'dnaan DPana Decsa untuk ketahanan pangan dan hcwani
sebagaimané dimaksud padé ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
a. ketérsediaan pangan di Desa;
b. keterjangkauan pangan di Desa; dan

C. pemanfziatan pangan di Desa.

Pasal 12

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala

Desa sebagaimapa dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan

melalui:



@
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_intervensi spesifik;

intervensi sensitif; dan

tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting,

“sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

‘ Pasal 13
Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa

melalui bantl;lan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyertaan

modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.

‘Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atawr BUM Desa bersama

_sebagaimana§ dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:

Coa modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau

@
pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa

(1)
- dimaksud Qalam Pasal 8 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3% (tiga

b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.

‘Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

digunakan untuk:

a. pengemb%cmgan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa

bersama;

b penguata{n struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha;

dan/ atau

- ¢. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa penugasan Desa kepada

BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Keputusan untuk melakukan penyeftaan modal sebagaimana dimaksud

f scsuain’dcngén- kebutuhan dan kewenangan Desa.

| Keputusan épenyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dalam APB Desa.

: Penyertaan ?nodal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 14

Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana

persen) darigpagll Dana Desa setiap Desa.



(2)
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Dana Desa?j untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung
pelaksanaaxi tugas Pemerintah Desa.
Penggunaan: Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa

sebagaiman;a dimaksud pada ayat (1) meliputi:

~a. Koordinasi;

b kegiatan: penangg&langan-kerawanan- social masyarakat; dan

c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah

Desa.

BAB IV
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 15

Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja: Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 terdapat

dalam Lampirari III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

- Bupati ini.

(1)

BAB V
'PENYALURAN
. Pasal 16
Besaran pagu Dana Desa terdiri‘ atas:
a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
b. pagu Déna Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
Pagu Danaj; Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan

untuk: |

a. progranfl pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan
penang;;.man kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;

b. progranfr ketahanan pangan dan hewani; dan/fataw

¢. program pencegahan dan penurunan stunting.



(1)

(4)
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Pasal 17
Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, éebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
ditentukajn penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan
- Juni; |
b. tahap II, ésebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan
April. |
Penyaluran {Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-
earmark) sel:éagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan
dalam 2 (duz;) tahap, dengan ketentuari sebagai berikut:

~a. Tahapk .

1) 40% (empat puluh persen) dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun
| selain desa mandiri; |
2) 60% (enam puluh persen) dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun
untuk desa mandiri.
b. Tahap II:T
1) 60% (enam puluh persen) dikurangi kebutuhan earmark 1 tahun
selai'n desa mandiri;
2) O% (empat puluh persen) d1kurang1 kebutuhan earmark 1 tahun
untuk desa mandiri.
Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana

dimaksud p:ada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran

_ Bendahara 'Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dah Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari Bupati secara lengkap dan benar.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. TahaplI ‘berupa:

1. Pers;lturan Desa mengenai APBDes;

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai

penetapa*l keluarga penerima r manfaat BLT Desa dalam hal Desa
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- tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana
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menganggarkan BLT Desa; dan
b. Tahap Il Berupa:
1. lapo:ran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

2. lapoi'an realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling rendah
sebésa; 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
meﬂunjukkan paling rendah sebesar keluaran menunjukkan paling

rendah sebesar.

- Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a, Buﬁati melakukan:

133 pefeka:m%:n paga Dana Desa | yang ditentukan penggunaannya
sebagain_ilana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk perekaman
jumlah ;keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa
menganggarkan BLT Desa; |

2) perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan
penggunfaannya tahun anggaran 2023; dan

3) penandﬁan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai
dengan &afta:r rincianr Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.

Perekaman anggaran dan réalisasi Dana Desa yang ditentukan

penggunaaninya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a. perekam;an pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk
stuntingétahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program
pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan

b. perekaxﬁan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
safnpai- id'en-gan bulan kedua belas dalam hal Pesa menganggarkan BLT
Desa tahun anggaran 2023.

Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi
jumlah keh;J.arga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan
yang telah disalurkan.

Selain persY&rat&n penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat



(4) huruf b, bupati melakukan:
a. perekam;an realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
anggaraﬁ 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan

kepada lfceluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT

Desa tahﬁn anggaran 2024; dan

- b. penandafan pengajuan penyalurah atas Desa layak salur yang disertai

(10)

dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat

~ (6) dan ayatéﬁ (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;

~ b. batas whkm untuk tahap H mengikuti ketentuan mengenai langkah-

langkah akhir tahun.

- Bupati  bertanggungjawab  untuk  menerbitkan surat kuasa

pemindahbﬁkuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

1 angka 2 u:ntuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa

* dimaksud ﬁada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap

(12)

(13)

(14)

(15)

I pertama kgli disertai dengan daftar RKD.

Penyampaia;ln dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud ?pada ayat (4) disampaikan, dengan surat pengantar yang
di%andatané&wi paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerahr yang
menyelengg;arakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan
organisasi perangkat Daefah yang menyelenggarakan  urusan
perhberdayéan masyarakat Desa.

Kewenangah penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) ditetapkan oleh Bupati.

Dokumen ;;Sersyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} sérta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
disampaika:n dalam bentuk dokumeﬁ digital (softcopy).

Penyaluran Dana Desa yang diféntukan penggunaannya tahap |1
sebagaimarila dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan
d_engah penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
tahap I seépanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud gpada ayat (4) hliruf a dan perekamanb dan penandaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6}



(1)
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: Pasal 18
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimanfa dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati menerima dokumen

‘ persyaratanf penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar

sebagaiman.;a dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a angka 1 dan angka
3, dan hu-;uﬁ b. |

Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa

konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan

. melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan

~ urusan pemermtahan di bidang Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan

transm1gras1 kepada Bupati.

Kepala Desa bertanggung jawab: atas kebenaran dokumen persyaratan

_ penyaluranzDana Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

| Pasal 19
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 6 d{bahas, disepakati, dan dltetapka'l dalam Musyawarah Desa
penyusunai'l RKP Desa.
Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam benta acara. |
Penetapan Prlorltas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dllaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengénaui’ pedoman umuany pcmbangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa.

Pasal 20
Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 6 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber
daya lokal Desa.
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- Swakelola sgébagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

cara kerja saima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Swakelola sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan

pola Padat Karya Tunai Desa. ‘
Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
d1aloka31kan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)

dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 2'1

Dana Desa yang dlgunakan untuk mendanal pengembangan kapasitas

 warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja

sama antarglesa.

Kerja sarna§ antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
perundang—jundangan.

Pasal 22
Masyarakat Desa berpartlslpas1 dalam penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa ,
Partisipasi ' masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan: de*i-gan cara: '
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan
Dana Desa |
b. menyan?palkan usulan program dan/atau kegiatan;
C. memast;ikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam
dokumejn RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
d. terlibat £aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Pe*'ie”mtah Desa wajib meubatx{o:n masyarakat dalam penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

Pasal 23
Prioritas Pénggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan

a. Lekf)'*ienuam hasil per rbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;



@)
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' b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa;

c. data laiQnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan
d. aspirasi masyarakat Desa.

RKP Desa jrang memuat Prioritas Pénggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud p{alda ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VII
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian Ke Satu
Publikasi
Pasal 24

Pemerintah Desei wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa
terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

()

Pasal 25

- Publikasi sébagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
~a. hasil Mﬁsyawarah Desa; dan

~ b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen

RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana
Desa, dan dokumen APB Desa.
Publikasi AiDB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal
memuat naina kegiatan, lokasi kegiatari, dan besaran anggaran.

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

| menggunakan media cetak/online berupa baliho, selebaran, pamplet, website

dan lam—lam serta wajib ditempatkan d1tempat terbuka, strategis dan dapat

. diakses oleh khalayak /umun.

)

Pelaporan pubhkas1 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
dlsampalkap kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
bentuk soﬁ¢opy berupa foto (jpeg).

Bagi Kepalé Desa yang tidak melaksanakan pelaporan Publikasi APB Desa
dan Reaﬁs@si APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.
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- oleh TenatgagZ Pendamping Profesional.
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. pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan
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Pasal 26
Publikasi seﬁagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan diruang publik

 yang mudahgdiakses oleh masyarakat Desa.

Publikasi pe:netapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara

swakelola dan partisipatif.

Bagian Ke Dua
Pelaporan
Pasal 27

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana

' Desa kepada Menteri.

(@)

- Laporan seﬁagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk

dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1

~ (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disampaikan dalamr bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat
menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri
dalam bentuk dokumen fisik.

Penyampaiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 28

Menteri, gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,

| kewenangaljnya.
(2)

Pembinaan . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh

Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang- undangann.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

- menggunakan sistem informasi Desa.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Dalam hal terdai)at arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Prioritas penggunaan
Dana Desa diléksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

‘ Pasal 30
~Pengelolaan ke%uangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

mengatur ketentjlan mengenai Pengelolaan' Keuangan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
: Peraturan Bupaﬁ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
- mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannyagdalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
PARAT KOORDINASI pada tanggal, 24 Jaduatt 2024
NO lydi,aa > KERJA PA?AF' o
1 y ;
! T -5 Pj. BU”ATI BO@ANA,
3 | Kobog Huleum N v
1 GAs gy ¥ | — 4
5 [kobr Pomdes A '~ EDY SUHARMANTO

Diundangkan d1 Rumbia
- pada tanggal, 24 Jasdva 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

3

- BERITA AERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR. Q
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR {y TAHUN 2024 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN
- PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL
- PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

- BABI
PENDAHULUAN

SDGS_Desa§
Undang-Unfdang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya
disebut Unﬂang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan Pembangunan
Desa adala{h meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup maz%usi—a serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhani dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
perigembénigan potensi ekonorhi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan
berkelanjut;an adalah perﬁbangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan
saat ini dil;akukan tanpa mengorbarikan pemenuhan kebutuhan generasi
Desa di ma;sa depan. -
Untuk meﬁgoperasi—analkm tujuan pembangunan DPesa yang dimandatkan
oleh Undaxglg-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan
untuk mevérujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan
untuk mevérujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan
SDGs Desé sebagai berikut:
1. Desa ﬁanpa kemiskinan dan kelaparan

a. SbGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

b. SDGS Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ékonomi tumbuh merata

a. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
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C. SDGS Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan

d. SDGs Desa 12: konsum81 dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduh kesehatan

a. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

b. SDds Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

c. SDés Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduh lingkungan

a. SDGs Desa 7: Desa berenergl ber31h dan terbarukan,;

b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

o SDQs Desa 14: Desa'pedﬁli lingkungan laut; dan

d. SDéS Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa pecgluli pendidikan

SDGs Désa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa beljejarmg

SDGs Dgsa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8.  Desa tanggap budaya

a. SD(;T}S Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

b. SDés Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa

adaptif.

BAB II
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
1. pemenuh:an kebutuhan dasar:
a. Pencjegahan dan penurunan stuntingdi Desa

Tindfakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan

stuntj,‘ing melalui:

1) ;pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi,
fseimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya local
[bagl anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil; |

2) ipenyedlaan pemehharaan, dan pengembangan sarana
:?prasarana air minum dan sanitasi aman;

3) épengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)



4)

d)

6)
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tierkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu
anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di
Desa; '

IfJengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi,
fhemometer, dan pefalatan kesehatan dasar lain) dan alat
Ifaeraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
Ij)endayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
]i)esa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam
Ij;angka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi
keluarga sasaran stunting;

konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader
ﬁos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia
dini yang dimiliki Desa, dan kader Kesehatan lainnya yang
rfnenjadi kewenangan Desa; dan

kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

1)

penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak

fnenu]ar:

é) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien
penyakit menular;

f)) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air
bersih atau penampung air hujan bersama, sumur borj;

¢) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke

‘ rumah penduduk; |

d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;

e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas

‘ mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

;;) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit
tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



2)

3)

-27-

ﬁencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

ppredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:

a)

b)

komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan
penyalahgunaan = narkoba kepada seluruh unsur
masyarakat Desa;

pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam
rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan
narkoba; dan |

kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan

Desa:

a)

b

pengadaan pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos
kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos
pembinaan terpadu;

bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat,
bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum
memiliki akses layanan kesehatan; dan

kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

c. pengl;atan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:

1)

pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,

peternakan dan/atau perikanan:

a)
b)

o)
d)

¢)

pengadaan bibit atau benih;

pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit
atau benih;

penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
pengembangan pakan ternak alternatif;

pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,

peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
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Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil
peternakan; |

pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga
dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh
masyarakat Desa;

pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan
usaha tani; .

pembangunan kolam ikan;

pembenihan ikan air tawar;

pembangunan kandang komunal;

pembangunan behdungan berskala kecil;

pembangunan atau perbaikan embung;

pengadaan kapal penangkap ikan;

pengadaan tambak garam,;

mesin pakan ternak;

mesin penetas telur;

alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring,
pancing, dan perangkap);

pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai
jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan  dan/atau  perikanan lainnya  sesuai
kewenangan desa dan diputuskan dalam sesuai

g{é\fvienangan desa dan diputuskan dalam.

PerﬂBahgunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:

a)
b)

c)

Pembangunan lumbung pangan Desa;

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung
lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan
tanah, jaringan air; dan

Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.

Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi

tepat guna pengolahan pasca panen.
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4)

5)
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Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan
lestari, hidroponik, atau bioponik.

Pengembangan usaha/unit usaha badan wusaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di
bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan
moda.l.b ‘

penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:

1)
2)

3)

pemberian bantuan langsung tunai;
penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya
Tunai Desa; atau

Karya Tunai Desa; atau

bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas

yang belurn mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat

dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan

bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang
disabilitas.

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.
Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan

perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7

pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
pendataan pada tingkat rukun tetangga;

pendataan pada tingkat keluarga;

pendataan warga pekerja migran;

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan
adat;

pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan
komunikasi untuk menunjarig perbaikan dan konsolidasi data
SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan meliputi:
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a) tower untuk jaringan internet;

b) komputer;

¢) smartphone; dan

d) langganan internet.

pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya
yang sesuai dengan kewenahgan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

1)

2)

Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah

layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan

sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan

bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan,

perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.

Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat

untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:

a) bertempat tinggal di wilayah Desa;

b) diputuskan melalui MusyaWarah Desa;

c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan

d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dalam bentuk material /bahan bangunan.

e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit
menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit
menular lainnya.

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan

- mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan

Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan
terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang
dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa
antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai
kewenangan Desa;

peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha
mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan

penyediaan akses pekerjaan;
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pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-
gorong, selokan, parit, box/slab culvert,

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam.

pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Listrik
alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:

1)
2)
3
4)
S)
6)
7)
8)

9)

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

pembangkit listrik tenaga biodiesel;

pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);

pembangkit listrik tenaga angin;

kincir air; '

instalasi biogas; |

jaringan distribusi tenaga listrik;

pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan
lingkungan pemukiman; dan

kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana
pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui

pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana

transportasi, antara lain:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

perahu /ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan Kawasan
daerah aliran sungai;

tambatan perahu;

dermaga apung;

tambat apung (buoy);

jalan permukiman;

jalan poros Desa,

rabat beton/ pengérasan jalan desa;

jembatan desa;

gorong-gorong; dan

sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
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Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

jaringan internet untuk warga Desa;

website Desa;

peralatan pengeras suara (loudspeaker;

radio Single Side Band (SSB);

radio komunitas;

penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan
poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung
jawaban APB Desa untuk warga; dan

sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan

kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:

1)

2)

3)

4)

S)

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana perpustakaan desa/taman bacaan
masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan
bahan bacaan lainnya;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa,
termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan
wahana permainan;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
i)rasarana taman belajar keagamaan,;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti
taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs
bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan,
gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai
pelatihan /kegiatan belajar masyarakat;

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang

dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan,
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taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan

keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:

1)

o)

pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan
khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga
perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar
pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas
ramah penyandang disabilitas;

bantuan operasionalpenyelénggaraan musyawarah kelompok
warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan
anak;

pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai
pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di
Desa; dan

kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan

penanganan bencana alam dan nonalam.

1)

mitigasi dan penanganan bencana alam:

é) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam
dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- pembuatan terasering;

- pembangunan talud;

- rehabilitasi kawasan mangrove;
- penanaman bakau;

- reboisasi,

- rehabilitasi lahan gambut; dan
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sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau
kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana

alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

alat pemadam api ringan di Desa;

pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
pembangunan jalan evakuasi;

penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan
informasi kebencanaan;

kegiatan tanggap darurat bencana alam;
pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana
skala lokal desa;

penyediaan tempat pengungsian;

pembersihan lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam;

rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan rehabilitasi
dan rekonstruksi lingkungan;

pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
penyediaan ‘kebutuha'n dasar seperti tenda,
permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat
paling lambat 1 x 24 jam bagi masyarakat pada saat
terjadi bencana;

pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara
lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu
karet, dan peralatan bencana lain; dan

sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan

bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan

perubahan cuaca ekstrem:

pembangunan  sumur bor/sumur pompa dan

pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan
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kebakaran hutan;

- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan

untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;

- pembuatan kebun holtikultura Bersama;

- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi

pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi

- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi

pantai.

mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau

virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan

masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue,

kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah

menjadi epidemik seperti:

a)

b)

d)

menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak
endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria,
demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit
menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

melakukan penyemprotan disinfektan berskala local Desa
untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk
pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau
penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan
ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks
seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti:
penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan
pembersihan kandang ternak;

bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman
produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan
gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti
nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon

ambulan; dan
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g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui

musyawarah Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

a.

Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama,

mencékup:

1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
fxlilik Desa bersama;

2) iaenyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan
ﬁsaha milik Desa bersama; dan

3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
_a) pengelolaan hutan desa;
b) pengelolaan usaha hutan sosial;
c) pengelolaan hutan adat;
d) pengelolaan air minum;
é) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau
| peternakan;
:i) pengembangan produk perikanan (pembenihan,
: pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi
| produk.

4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian,

pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola

oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

meliputi:
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bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan /atau
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan
tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan
dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan,
pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin
penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu
dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan
sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak
goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan
dan instalasi percontohan;

bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
broduk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti
‘pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin
jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa,
pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko
online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roasterKkopi,
jmesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;

'bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di
desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan,
pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi
perhutanan sosial,;

pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma

‘agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan
 berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa,

penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi,
pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor
mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut
(slurry ice);

pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk

para pelaku industri desa; dan

kegiatan lainnya untuk meWujudkan pengembangan usaha
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ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

pengémbangan Desa wisata meliputi:

1)

2)

3)
4)

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo,
pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban public
dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat
wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang
ﬁntuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga
apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan
kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios
warung makan, wé.hana‘ permainan outbound, wahana
permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket,
bengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan
wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

pengembangan investasi desa wisata;

pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pemanfaaian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

melalui: |

a.

pemanfaatan energi terbarukan :

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung,
i{edelai, dan tebu menjadi biofuel;

pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet
kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
ﬁnstalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi
biogas;

pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan

pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas
;alam terbarukan; dan

kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai
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dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

pengelolaan lingkungan Desa:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

1)

2)

3)

pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat
pembuangan sampah;

pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangka septik,
instalasi pengolahan lumpur tinja;

pengelolaan air limbah domestik;

pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan
melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan
pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan

kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri
ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7

pembibitan pohon langka;

perlindungan terumbu karang;

pembersihan daerah aliran sungai;

pembangunan ruang terbuka hijau; |

pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

inelakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek
wanatani (agroforestry); dan - | '

kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup

sehat:

a.

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka- pencegahan dan penurunan stunting di

Desa, berupa:

1)
2)

pelatihan kesehatan ibu dan anak;

penyuluhan dan kdnse]ing gizi, air susu ibu eksklusif, dan

makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
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12)
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ﬁeningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran
%mnting;
I;Ipaya pencegahan perkawinan dini;
ﬁelatihan pangan yang sehat dan aman,;
faelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
If)raktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak
(PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS);
rfembuk stunting desa,;
foendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita
(BKB);
peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia,
kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak
usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga
]?alita Tingkat Desa ferkait pertumbuhan dan perkembangan;
dan
kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

penyélenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan

penyakit tidak menular, seperti:

1)

2)

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku
hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan
fJengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit
menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS,
fuberL:ulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan
penyakit menular lainnya;

1i<omunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku
li'lidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk
f)encegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi,
ciliabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular

lainnya;



-41-

3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;

4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;

5) insentif uhtuk kader penyakit menular dalam Kkegiatan
f)enernuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;

6) ﬁ)eningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat
térlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh
fJada pengobatan;

7) iaembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan
jamu;

8) pelatihan pengelolaan air minum;

9) pelatlhan pengembangan apotek hidup Desa dan produk
hortlkultura dan

10) keglatan penanggulangan penyaklt menular dan penyakit
pdak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

penyélenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Masyarakat

hiduf) sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program

jamiﬁan kesehatan nasional seperti:

1) éosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program
jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi
dan edukasi; dan

2) fadvokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Dana;l Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS

kesehatan.

‘peny;elenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidui) sehat dalam rahgka Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika melalui :

1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan
parkotika;

2) -i)enyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya
narkotika;

3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika;

4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan



S)
6)

8)
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iaenyalahgunaan narkotika;

fasilitasi pelatihan bagi relaWan anti narkotika;

ioenyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan
ﬁarkotika melalui peﬁcetakan banner, spanduk, baliho, poster,
étau brosur/ leaflet;

i)engembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan
’Eanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan
penyalahgunaan narkoba; dan

keglatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
lamnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan pembangunan desa:

a.

penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan

konsohdas1 data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa,

seperu

1)
2)

pelatlhan perbaikan dan konsohda31 data SDGs Desa; dan
perba1kan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan

| iperkembanga:n desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengilatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati

dan f}ewani, seperti:

1)

2)
3)

4)

9)

pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan,
betemakan, dan/atau perikanan;

ﬁelatihan pengelolaan hasil panen;

pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani
:budidaya dan nelayan tangkap;

iaengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk
pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa
dan /atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan

kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan
pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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penin%gkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam

pembfangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:

1) I%egiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan
fentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan
fnasyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok
fentan lainnya;

2) i)enanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti
‘I;)elatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi
gerakan kembali bersekolah;

3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan
ﬁsulan kelompok mai‘ginal dan rentan yaitu perempuan, anak,
nga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat,
kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;

4) i)enyuluhan, sosialiéasi bidang hukum dan perlindungan
ﬁlasyarakat; ‘

5) isosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang
i)encegahan dan penanganan kekerasan pada Perempuan dan
émak, serta tindak pidana perdagangan orang;

6) belatihan kepemimpinan perempuarn;

7) i)elatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;

8) jpelaltihan perencanaan dan penganggaran yang responsive
Ygender;

9) %advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang
;disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap
gakses administrasi kependudukan dan catatan sipil;

10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
%membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

11) ;kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

peniflgkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat

desa_;, seperti: |

1) ?pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga

gkemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
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4)

5)
6)

7)
8)
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ﬁelatihan kepemimpinan;

Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:
I:Jemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja
fnigran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi ;

I;)elatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa
dengan perusahaan; |

pelatihan bahasa asing;

pelatihan digitalisasi;

kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga
fnasyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

pengpatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan

listrik alternatif di Desa:

1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru
, ferbarukan;

2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan

élektriﬁkasi; |

3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;

5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk

jrnewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

3. pengembajngan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan

masyarakat Desa:

a.

pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan

masyarakat Desa seperti :

1)
2)

3)

pelatihan pengelolaan Desa wisata;

pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan
bakau;

kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycrafi) berbahan
baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa,

ﬁopeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut
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S)

6)
7)

8)
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(kerang, kayu, bakau dan cemara laut);

fbelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
f)elatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi
baik di media daring atau luring;

ﬁelatihan kewirausahaan Desa;

promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital; dan

i{egiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan
kewirausahaan | masyarakat Desa lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

'pend;irian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badah usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:

1)

2)

3)

4)

S)
6)
7)

belatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik
besa/ badan usaha milik Desa bersama,;

pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha
fmilik Desa/badan usaha milik Desa bersama;

fpameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha

: :milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau

koperasi;

bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah
Stangga;

kerjasama perdagangan antar Desa;

jkeljasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

;kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian,
fpengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
;usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya
;sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola

olehébadan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama,

seperti:

1)

2)

pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk
konservasi dan tambahan pendapatan;
épeningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi

;;terbarukan dan peleétarian lingkungan hidup;
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3) sjosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan
f)erkebunan untuk energi biomassa;,

5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku
industri rumah tangga;

6) belatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;

7) belatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat
Desa;

8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para
pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui
’_tulisan dan visual,;

9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses
ioermodalan baik di bank dan non-bank;

10) membentuk/ merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga
kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang
dan zonasi tangkap dan konservasi;

11) jnvestasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama;

12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif,
éeperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin
i)ercetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik;
dan

13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha
ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha
milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan seni budaya lokal:

Peningkaﬁan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

a.
b.

C.

pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

pelaﬁhan alat musik khas daerah setempat;

pelaﬁhan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam,
motif yang sudah ada dan/ atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai
tren;, ,

pelaﬁhan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan

keuniikan /ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
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pelatil%an pembuatan ﬁlrﬁ dokumenter, jurnalis, pembuatan dan
penggilnaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan
media? lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan

kegiaéan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya
sesuaﬁ dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganén bencana alam dan nonalam:

a.

Penglilatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

mengiladapi tanggap darurat bencana alam, seperti:

1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat
ferhadap bencana,

2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

5) belatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
-

6) belatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

7) kegiatan penguatan‘ dan fasilitasi masyarakat Desa dalam

| kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam

iainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
fdalam Musyawarah Desa.

Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar

biasa, seperti:

1) ‘pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

terkait bencana nonalam;

- 2) jpelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit

gmenular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan

3) kegiatan penguétan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam
éatau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan

fDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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: BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

“rosedur penetapaﬁ penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan
enganggaran Desél. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan
rang mehput1 RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil
;vembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas
Jenggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB
Jesa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai
nerikut: ‘

. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa - RPJM Desa

Penetapan Pribritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal

stratégis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam

musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa
tersebut, palirfxg sedikit meliputi:

a. Pencermatan Ulang RPJMDes;

b. Evaluasi I%KPDes tahun sebelumnya;

C. Penyusuné.n prioritas tahun selanjutnya;

d Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah
Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam
dokumen Iberlta acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2: Persxapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa
berkaitané dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-
kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib
dimasukkfan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Dalam ra:ngka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait
penggunaén Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
berkewaji:ban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di
wilayahnja tentang informasi sebagai berikut:

1) pagu indikatif Dana Desa;

2) progréam /kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan
APB]jD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan

3) datag;tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.

{
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c. Tim Penyu;sun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan

RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang
akan dibiayai Dana Desa;

2) pagu indikatif Dana Desa;

3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan
APBDV kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;

4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan

5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu
dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam
Penyusunan Rancangan RKP Desa. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam
musyawarah Desa vang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa
dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan
dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun
RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara
menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan
RKP Desa 'adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan
pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil
kesepakatan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil
kesepakatan:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan.

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya ‘untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat
mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat

Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat

bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan
pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan

kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa.
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Kepastian ; bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan
masyarakajt Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat
Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

1) kegiat%an yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih
diutalj:naka.n, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih
sedikit didukung masyarakat Desa;

2) kegiafan yang direncanékan dan dikelola sepenuhnya oleh
masyérakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa
bersajma masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan
kegiatan yang tidak melibatkan maéyarakat Desa; dan

3) kegia’fcan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat
Desa jlebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya

Desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa
tetap berﬁutar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan
antara 1a1n Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan
sumber dé.ya yang ada di Desa.
Kegiatan ﬁembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang
direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan
sumber d;aya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih
diprioritasjkan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan
pelaksanéannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan
sumber dé.ya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasmkan Keberlanjutan
Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan
pembangljman dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan
dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan.
Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau
pemberda:iyaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan
dalam pe}nanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
Dana Desfa diprioritaskan meinbiayai kegiatan pembangunan dan/atau
pemberdajlyaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan
kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa
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Kebahmuén melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan
pemberda)?faan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk
memperdajlam dan mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan
Desa yaltu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan
kesejahter;aan masyarakat Desa dan . penanggulangan kemiskinan.
Pertukarafx pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa
menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Usulan kégiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat
Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar
dapat 1ebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa,
peningkat%m ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanyé. Pengawasan
Dana De:sa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
dan/ ataug pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya
dilakukani secara transparan }dan akuntabel. Masyarakat Desa harus
memiliki Iéeluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana
Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan
kepada rriasyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses
masyarak;at Desa.
Tahap Penete{pan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkang daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan
masyarakat besa vang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala
Desa dengan§ dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan
dimaksud dejngan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang
bersumber dan Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi
- masukan dalém menyusun rancahgan RKP Desa.
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa
rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan
dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan
prioritas keglatan yang d1b1aya.1 dari Dana Desa harus dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini.
Rancangaﬁ RKP Desa selanjutnya’ dibahas dan disepakati dalam
musyawarahi perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan
Kepala Desa jsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepa:katan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
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menjadi pedoxj'lan bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan
Desa tentang?f RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani
peraturan Desfa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.
Tahap Penyusiunan Rancangan APB Desa
Kepala Desa fnerancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan
berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai
kegiatan—kegiailtan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan
dalam RKP Qesa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar
kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan
dalam RKP Desa.
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan
Peraturan ]jesa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban
mensosi'alisas;ikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal
Rancangan Pxferaturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB
Desa dilakukén sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa disampa;ikan Kepala Desa kepada Bupati.
Masyarakat Ié)esa, melalui BPD, bérhak untuk menyampaikan keberatan
kepada 'Kepalja Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda
dengan renc@a yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP
Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana
penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka
BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas
dan menyepjilkativ rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian,
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala
Desa kepadé Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar
masyarakat Desa
Tahap Reviu Rancangan APB Desa
a. Bupati berkewcglban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi
dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang
dibiayai Djana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
1) term;elsuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;
2) termiasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa; dan
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tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah,

Pemeﬁntah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan

kepentingén umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa.

Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimanadimaksud, dilakukan

dengan cafa—cara sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

>

Bupaﬁ menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya
ketidéksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;

kepalfa Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal
ketidéksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
masy?rakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan
kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana
pengfgunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

BPD dapat menyelenggarékan musyawarah Desa untuk membahas
dan I?nenyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati
atas rencana penggunaan Dana Desa;

Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa
dinyétakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana
pengéunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana
pengéunaan Dana Desa; dan

Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa
dinyétakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana
penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan
kepa@a Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan

perurfldang—undangan yang berlaku.

c. Bupati dfapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Partisipasi Mésyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa

berparﬁsipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan

cara:
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1) terlibat aktlf dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan
Dana DCSEjl; ‘ :

2) menyampaﬁkan usulan program dan/atau kegiatan;

3) memastikaim Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam
dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau

4) terlibat akt1f melakukan sosialiéasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan ]jana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan bana Desa tidak dipérbolehkan untuk pembangunan kantor

kepala Desa, ba1a1 Desa, atau tenipat ibadah, kecuali Desa yang berstatus

Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau

perbaikan nngan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

1) maksimalElO% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan

2) diputuska{n melalui musyawaré.h Desa, dan disertai dengan berita acara

keputusan musyawarah Desa.

| BAB IV
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Sakelola

1. Program idan/ atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa
diutamak;an dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk
mewuj udkan kemandirian Desa;

2. swakelolag oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya
alam, telaimlogi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;

3. Desa dalé.m melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melakuka;n pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundan;g—undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;

4. Kegiatan jpengernbangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa
diutamakfan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau
kerja sa[fna antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia
barang/ jeitsa.

S. Pelaksana:lan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat

di desa sétempat.
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Padat Karya Tunai

1.

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola

Padat Karya Tunai Desa;

pelaksa.nas;m Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan

sarana priasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam

secara lesf;ari berbasis pemberdayaan masyarakat;

pelaksanaan Padat Karya Tunai Désa didasarkan pada prinsip:

a. inklusif:
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang
idisab;ilitas, dan penganut kepercayaan.

b. efektif: |
’kegia:tan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan
daya?beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan,
dan pelestarian yang berkelanjutan.

c. swad;aya dan swakelola:
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk
sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa
scet*taff dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

pekerja ;diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,

perempuein kepala keluarga, ‘anggota keluarga miskin, serta anggota

masyaralg‘at marginal lainnya;

besaran a{nggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);

pembayaﬁan upah kerja diberikan setiap hari;

upah kelja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan

ketentuan sebagai berikut : |

a. besafan anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh
persén) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan
pola ;Padat Karya Tunai Desa;

b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup
pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk
bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan;

C. jumléh tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga
kerjg ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan

sebajgai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud
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pada i)oin d; dan

d. besarjan upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas
atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan
musy?warah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah
upah[ minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah

Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

8. jenis kegi@tan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
a. ,pertafnian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:

1) f)emanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan
dan perkebunan;

2) fﬁemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
éayuran dan lain-lain; dan

3) i)enanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan
perkebunan.

b. wisata Desa
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
‘ besa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik
besa dan/atau badah usaha milik Desa bersama; dan

3) jmembuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.

c. perdégangan logistik pangan

1) Epemelihara.an bangunan pasar;

2) jbadan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
jbersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas
besa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) ibadan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
fbersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
iiecil untuk melakukan produksi; dan

4) @mbahm penyertaan .modal badan wusaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
yang menguntungkan di Desa. -

d. Perikanan
1) ipemasangan atau pei‘awatan keramba bersama;

2) §bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
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lgDesa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat
ﬁenjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan /atau badan usaha milik Desa Bersama.
e. Peterhakan
1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama,;
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
_élikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan
3) kelja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
ﬁ'xilik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran
i:ernak untuk pupuk organic.
f.  Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama;
2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik
besa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar

_melalui dana Desa.

BABV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

1. Publikasi
A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa
kepada @asyarakat Desa d1 ruang publik yang dapat diakses
masyarakjat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif
dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat

dilakukan melalui:
balihjo;
2. papén informasi Desa;
3. media elektronik;
4, media cetak;
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media sosial;
website Desa;
selebaran (leaflet);

pengeras suara di ruang publik; dan/atau

© 0 N o e

mediali lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web

kemendesé.go.id

. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara

swakelola oleh pemerintah desa.
Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

Pelaporan.

A.

Pelaporan; penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan
mengguna;kan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementeri%n Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Désa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital
menggunékm sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
Laporan ﬁenetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan
dokumen—fdokumen sebagai berikut:

1) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan

2) Perat:uran Desa tentang APB Desa.

Bagi Desé yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat
menyampéikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dalam befntuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam
bentuk ﬁs%ik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan
laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri
Desa, Perjnbangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit
kerja yan:g membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan

diteruskap kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.
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BAB VI
PEMBINAAN

Pembinaan, pfemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana
Desa dapat (;iilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu
fnenggunakarf aplikasi sistem ihformasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian I?esa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pemerintah ﬁusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten méngendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana
Desa secara ;bexjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada
Desa. | |
Kepala Desai memberikan tanggapan dan informasi balik kepada
Pemerintah ;%Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Pﬁsat.
Masyarakat 'D‘esa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian
Desa, Pembarjlgunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf
Presiden, sebr;lgai berikut:
1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat

Kementeﬁan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Transmigrasi:

a. @Kerélendesa (twitter);

b Keméndesa. 1 {(facebook);

c. kemendesaPDTT (instagram);

d sipen;'landu.kemendesa.go.id; dan

e. websjite http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).
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LAMPIRAN II

- PERATURAN  BUPATI  BOMBANA
NOMOR (,  TAHUN 2024 TENTANG
PRIORITAS =~ PENGGUNAAN  DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dapat dipergunakan untuk:

I.  Daftar Kegiajtan Prioritas Bidang Pemerintahan Desa:

Dana : operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan
keglatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas
Pemermtah Desa yang diberikan setiap bulan.

Dana ' operasional Pemermtah Desa sebagaimana dimaksud poin 1
anatara lain:

1.

a.

biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau
kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung
ﬁelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena
kemiskinan/ kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik
sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

ﬁiaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk
r;nasyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni,
budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan,
dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat
yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
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Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembanguna Desa:
Pehgada;an, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1.

mo a0 o

vToeBETRTTE®

Perhbangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin,;
penerangan lingkungan pemuklman,

pedestrian;

dra_lnase pada kewenangan Desa;

tendon air bersih atau penampung air hujan bersama;

p1panlsa31 untuk mendukung distribusi air bersih kerumah
penduduk

alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

sumur resapan,;

selokan;

tempat pembuangan sampah

gerobak sampah; ‘

kepdaraan pengangkut sampabh;

mesin pengolah sampah;

pembangunan ruang terbuka hijau;

pembangunan bank sampah Desa; dan

sai'ana prasarana lingkungan pemukimanlainnya yang
sesual dengan kewenangan Desa dan dlputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan srana
prasara;na transportasi, antara lain:

a.

SRR M0 R0 O

perahu/ ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan
DAS;

ta1jnbatan perahu;

dermaga apung;

tambat apung (buoy);

jalian pemukiman;

Jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;

Ja.lan poros Desa;

jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata;

jeljnbatan Desa;

gorong-gorong;

terminal Desa; dan

sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan
ke;wenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

| Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasare:ma energi, antara lain:

mepo op

pe:mbangkit listrik tenaga mikrohidro;

pembangkit listrik tenaga diesel;

pe&nbangkit listrik tenaga matahari;

pembangklt listri tenaga angina;

instalasi biogas;

Japngan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
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saré.na prasarana eriergy lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalan musyawarah Desa.

Pengadaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a.
b.

® S0 o

jaringan internet untuk warga Desa;

pengadaan jaringan internet berbasis satelit bagi Desa yang tidak
terjangkau jaringan internet;

pengelolaan sistem informasi keuangan Desa (Siskeudes)
befbasis online dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

website Desa;

perfalatan pengeras suara (loudspeaker);

radia single side band (SSB); dan

sarjana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan
ke\frvenan gan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkiatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar,
antara lain;
a. Pen‘gadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Kesehatan, antara lain;
' air bersih berskala Desa;
- jambanisasi;
' mandi, cuci, kakus (MCK);
- mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
. balai Pengobatan dan fasilitas pendukuk;
. posyandu dan fasilitas pendukung;
- poskesdes/polindes dan fasilitas pendukung;
- posbindu dan fasilitas pendukung; ;
~tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)
sebagai media deteksi dini Stunting;
10. kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS); dan
11. sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan
- kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan
sarana Prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. . bangunan Paud bagi Desa yang belum ada gedung Paud;
3. | pengembangan bahgunan /rehabilitasi gedung Paud untuk
- Paud HI (Holistik Integratif);
4. buku dan peralatan belajar Paud lainnya;
5. wahana permainan anak di Paud;
6. taman belajar keagamaan;
7. sarana dan prasarana bermain dan kreativitas anak;
8
9

.\°9°.\19\.°1:'>9°5°t"

. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
. bangunan perpustakaan Desa;

10. buku/bahan bacaan;

11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;



12.]
13.
14.
15.
16..

- terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu
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gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
film dokumenter; ' '

- peralatan kesenian dan kebudayaan;
| pembuatan galeri atau museum Desa;

pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di

- Desa,
17.
~yang aman bagi anak; dan
18.. '
 yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
. dalam musyawarah Desa.

sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

1. Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Produksi dan pengolahan hasil usaha
per:tanian dan /atau Perikanan untuk ketehanan pangan dan
us;iha pertanian berskala Produktif yang difokuskan kepada
pelhbentukan dan pengembangan Produk unggulan Desa dan /
atau Produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a.

9°.\1.°‘.°’:'>.°°E°!“

17.

18.
19.
20.
21,
22,

- bendungan berskala kecil;

. pembangunan atau perbaikan embung;

- irigasi Desa;

. percetakan lahan pertanian;

- kolam ikan;

- kapal penangkap ikan;

~ tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

~ tambak garam;

-~ kandang ternak;

. mesin pakan ternak;

. mesin penetas telur;

. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung,
- kopi, coklat, dan kopra);

14.

15.

16.

embung Desa;

gudang pendingin (Coul Storage);

sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa
Air);

alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring,
pancing, dan perangkap);

alat bantu penagkapan ikan (rumpon dan lampuy);

keramba jarring apung;

keranjang ikan;

alat timbang dan ukur hasil tangkapan;

alat produksi es;
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23. gudang Desa (penyimpanan komunitas perkebunan dan
' penkanan),

24, . tempat penjemuran 1kan, dan

25 sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil

pertdnlan liannya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
~ diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pengadadn, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Jasa serta usaha Industri kecil dan/atau

Industn rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan Produk unggulan Desa dan /atau Produk

unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:

' mesin jahit;

peralatan bengkel kendaraan bermotor;

mesin penepung ikan;

mesin penepung ketela pohon;

mesin bubut untuk mebeler;

mesin packaging kemasan;

roaster kopi;

mesin percetakan;

alat pengolahan hasil perikanan,;

0. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

1. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/
- atau industry rumahan lainnya yang sesuai dengan

- kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada

peinbentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan

/ atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:

1. pasar Desa;

. pasar sayur;

pasar hewan;

.. tempat pelelangan ikan,;

took online;

gudang barang;

tempat pemasaran ikan; dan

sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai

dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa

Pengadaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

Ruang ganti dan /atau toilet;

Pergola;

Gazebo;

Lampu taman;

Pagar pembatas;

Pondok wisata (Homestay);

PN E RN
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- Panggung kesenian/pertunjukan;
. Kios cendera mata;
' Pusat jajanan kuliner;
. Tempat ibadah;
.. Menara pandang (viewing deck)
.. Gapura identitas;
.. Wahana permainan anak;
.. Wahana permainan outbound;
.. Taman rekreasi;
. Tempat penjualan tiket;
. Angkutan Wisata;
Tracking wisata mangrove;
. Peralatan wisata snorkeling dan diving;
. Papan interpretasi;
. Sarana Dan Prasarana kebersihan
. Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
. Internet corner; dan

Saran dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Teknologi Tetap Guna (TTG) untuk
ke1jnajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan
per}gembangan produk unggulan Desa dan/atau pruduk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

PNOOAE LD

. Penggilingan padi;

. Peraut kelapa;
- Penepung biji-bijian;
- Pencacah pakan ternak;

Mesin sangria kopi;

. Pemotong/pengiris buah dan sayuran,;

- Pompa air;

. Traktor mini;

. Desalinasi air laut;

. Pengolahan limbah sampah;

. Kolam budidaya;

. Mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan

. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pehgadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan
sal;'ana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara

lain:

PON

Pembuatan terasering;
Kolam untuk mata air;
Plesengan sungai;
Pecegahan kebakaran hutan;
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 Pencegahan abrasi pantai;

Pembangunan talud;

Papan informasi lingkungan hidup;
' Pemulihan stock ikan (restocking) lokal;

Rehabilitasi kawasan mangrove,

. Penanaman Bakau; dan

. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
- diputuskan dalam musyawarah Desa.

i[. Daftar Keglatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Penmgkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara

a.

10!
11,

. Pelatihan pengelolaan air minum;

Pelayanan kesehatan lingkungan;

- Bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling
tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
. ribu rupiah);

. Bantuan insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM)
. dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa)
dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bantuan insentif untuk Kader Bina Keluarga Balita
dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bantuan insentif untuk Kader Kesehatan lainnya
dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Alat bantu penyandang disabilitas;

Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah

. terhadap anak penyandang disabilitas;

12,
13

14,

15.
16.
17.

18.

Sosialisasi/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting;
Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat
untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah,;
Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan
pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pecegahan
perkawinan anak;

Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;

Sosialisasi gerakan aman pangan;

Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak
(PMDA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan Lain-lain
dilayanan kesehatan dan sosial dasar Desa posyandu, BKB,
PKK dan Lain-lain;

Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;



19,

20.
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Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan Produk

- hotikultura;

Perawatan kesehatan dan/atau pemdampingan untuk hidup

hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat
~ anak dan lansia;

21.
22.

Penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas dan

- kunjungan neonatal;

23.

Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi

perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dli;

24.
25,

Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat

- (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperi diare,
penyakit menular, penyakit seksual, HIV-AIDS tuberculosis,
. hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

26.

Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan

~ reproduksi di tingkat Desa;

27.

Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan

. pembangunan keluarga;

28,

Pelatihan  pengelolaan  kapasitas kelompok  usaha

- peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);

29,

Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan

pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era
- Digitalisasi;

30.

Pengelolaan  kegiatan rehabilitasi bagi penyandang

- disibilitas;

31,

32,

33.
34,

35.
36.

37.

38.

Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi,
keschatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi,
pola konsumsi dan lainnya;

Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam
member ASI, pembuatan makanan pendamping ASI,
stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai
sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

Pelatihan kades kependudukan, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga;

Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuahan anak
dan perlindungan anak;

Pelatihan kader keamanan pangan Desa,;

Sosialisasi keanaman pangan kepada masyarakat dan
pelaku usaha pangan,;

Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor
dalam penangkapan ikan; dan

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
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Pen;gelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:

1.

© o

17.
parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18.

'Bantuan insentif guru/ Pembina PAUD/ TK/ TPA/ TKA/

TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak

- dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di

alokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.

- 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

| Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara

' holistik integrative (PAUD HI);

Penyelenggaraan kelas pengasuhan/ parenting bagi orang

' tua anak usia 0-2 tahun;

' Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang Kkonvergensi

' pencegahan stunting di Desa;

Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM)

- dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu

- juta lima ratus ribu rupiah);

' Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader

- Pembangunan Desa;

* Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan

~ kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;

- Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

. . Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama,

- olahraga, dan pendidikan nonformal lainnya;

10.
- dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan,
~ plog, dan media lainnya);

11.

12.
kekeran pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana
. perdagangan orang;

13,
 bagi warga miskin;

14.
~ diterima disatuan pendidikan bagi warga miskin;

15.
 keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan
- menegah;

16.

Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan

Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
pelatihan dan KIY tentang pencegahan dan penanganan
bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS)
pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak
pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari
pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus;

penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan

pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna

alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan

19.

sendiri dan/atau sesuai tren;
pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan

. keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
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20. | pelatihan alat music khas Daerah setempat atau modern;

21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa

 kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, computer,

' mesin percetakan;

22., pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi

baik di media online atau ofline;

23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat

' Desa; :

24, pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para

- pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui

- tulisan dan visual;

25. pelatihan  pengelolaan keuangan sederhana dalam

- mengakses permodalan baik di bank dan non bank;

26. pendidikan keterampilan non formal berbasis potensi Desa;

27. pendidikan/pelatihan konserfasi sumberdaya pesisir; dan

28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya
- yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
- dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan tekhnis
dan sumber daya local yang tersedia.

a.

Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga,

2. | pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

3.  pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
~dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
' musyawarah Desa.

Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1. pengelolaan terminal Desa;

2. | pengelolaan tambatan perahu; dan

3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengembangan energy terbarukan, antara lain:

- pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;

' pembuatan bioythanol dari ubi kayu;

pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

- pengelolaan energy tenaga matahari;

- pelatihan pemanfaatan energy tenaga matahari; dan

~ pengembangan energy terbarukab lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

1. sistem informasi Desa; '

2.' website Desa;

3. radio komunitas;

.\1.0\.01:“.@!0.*-‘
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4. |pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan
iikan; dan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

‘dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
'musyawarah Desa. |

3. Pengeloléan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan
prasarana ekonomi.

a.

Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk

ketéhanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada

penflbentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. perbenihan tanaman pangan;

pembibitan tanaman keras;

pengadaan pupuk;

 pembenihan ikan iar tawar;

 pengelolaan usaha hutan Desa;

- pengelolaan usaha hutan sosial;

~ pengadaan bibit/indik ternak;

- inseminasi buatan;

- pengadaan pakan ternak;

10., tepung tapioca;

11. kerupuk;

12. keripik jamur;

13. keripik jagung;

14. ikan asin;

15. abon sapi;

16. susu sapi;

17. kopi;

18. coKlat;

19. Kkaret;

20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan
. asin, ikan rebus dan ikan abon);

21. olahan rumput laut '(agar—agar, dodol, nori, permen,
- kosmetik, karagenan dan lain-lain);

22.? olahan mangrofe (bolu, tinta batik, keripik, permen dan lain-
- lain);

23. pelatihan pembibitan mangrofe dan vegetasi pantai;

24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;

25. pengelolaan hutan mangrufe dan vegetasi pantai (hutan
'~ cemara laut); dan V

26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya

yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam

. musyawarah Desa.

Pengelolaan usaha jasa dan industry kecil yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

LN OLRE N
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- keubelair kayu dan rotan;

 alat-alat rumah tangga;

pakaian jadi/konfeksi kerajinan tangan,

+ kain tenun; '

kain batik;

 bengkel kendaraan bermotor;

pedagang dipasar;

pedagang pengepul;

pelatihan pengelolaan docking kapal;

pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;

pelatihan pemasaran perikanan; dan

pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
- musyawarah Desa.

Pendlrlan dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa
bersama antara lain:

.°°E°"‘

pendman BUM Desa dan / atau BUM Desa bersama,;

. penvertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;

penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa
. bersama;

pelatihan pengurus BUM Desa paling tinggi sebesar Rp.
~ 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan

. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa
. bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
 diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengembangan usaha BUM Des dan/atau BUM Desa bersama
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesa'm, antara lain:

1.

o)}
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. pengelolaan hutan Desa;

2. pengelolaan hutan adat;

3. pengelolaan air minum;

4. pengelolaan pariwisata Desa;

5. pengolahan ikan  (pengasapan, penggaraman dan
. perebusan);

.. pengelolaan wisata hutan mangrufe (tracking, jelajah
. mangrife dan wisata edukasi);

. pelatihan sentra pembenihan mangrufe dan vegetasi pantai;

. pelatihan pembenihan ikan;

.. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk
. perikanan; dan

10.

produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
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produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

1. ! hutan kemasyarakatan;

2.  hutan tanaman rakyat;

3. | kemitraan kehutanan;
4

5

. | pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
. pembentukan dan pengembangan industry kecil dan/atau
' industry rumahan;
. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
- usaha ekonomi masyarakat; dan
7. pembentukan dan. pengembangan usaha ekonomi lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.
Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang
dlquuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:
1. sosialisasi TTG;
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posiante Des);
3. percontohan TTG untuk:
| produksi pertanian;
pengembangan sumber energy perdesaan;
pengembangan sarana transportasi;
pengembangan sarana komunikasi; dan
| pengembangan jasa dan industry kecil.
4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan
 ikan;
. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai
~ dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
; musyawarah Desa.
Pengelolaan pemasaranan hasil produksi usaha BUM Desa dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dah pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. | penyediaan informasi harga/pasar;
2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi
' masyarakat; ‘
3. kerjasama perdagangan antar Desa;
4. kerja sama perdagangan dengan pihak ke tiga; dan
5. pengelolaan pemasran lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

o
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Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan
menghadap1 tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa
lamnya yang meliputi:

penyedlaan layanan 1nforma51 tentang bencana,;
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pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
pelétihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
pelajmtihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
periguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

e p@ M 0o o

pembibitan pohon langkah;

rebbisasi;

rehabilitasi lahan gambut;

pembersihan daerah aliran sungai;

perhbersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
perheliharaan hutan bakau;

pelatihan rehabilitasi mangrufe;

pelatihan rehabilitasi terumbuk karang;

pelatihan pengolahan limbah; dan

kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
dipiutuskan dalam musyawarah Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa
yang demokratis dan berkeadilan social:

a.

mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelolah oleh

Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);

2.  pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa
~ sehat dan/atau balai rakyat;

3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai
- rakyar; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
~ yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Mengernbangkan program dan Kkegiatan pembangunan Desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya

manusw dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1., penyusunan arah pengembangan Desa;

2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan
. Desa yang berkelanjutan;

3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;

4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan
perikanan; dan

6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
- diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi dan nilai kearifan local, antara lain:

1. pendataan potenasi dan asset Desa;

2. penyusunan profil Desa/data Desa;
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| penyusunan peta asset Desa;

penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem

' perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi

kemiskinan terpadu;
dukungan penetapan IDM;
penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

~ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
~ diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentlngan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
dan kelompok marginal, antara lain:

1.
2.

3.

o R

12.
. diputuskan dalam musyawarah Desa.

~ sosialisasi penggunaan Dana Desa;

. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
 warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal,
- pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai
pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-
- anak di Desa;

' rembuk stunting Desa;

rembuk anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbang
Desa;

. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari

MUSRENBANG Desa;
penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga

- disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

sosialisasi  tentang kependudukan bagi kelompok

~ masyarakat dan keluarga;
. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan

kebutuhan khusu, kepala rumah tangga perempuan dan
sebagainnya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang

bersifat afirmasi;
11,

pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsiv
gender bagi vasilitator Desa; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa antara lain:

1.

2.

pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset
Desa berbasis data digital,

pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang
terbuka untuk publik;

.. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis

masyarakat; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyarah Desa.
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Meﬁdorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:

1. | penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal
" hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah
Desa,

2, penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

3.  kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
t - dipuruskan dalam musyawarah Desa.

Melakukan pendampingan  masyarakat Desa  melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat

Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:

1.  pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok
~anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan menfasilitasi

anak, dan peng organisasian;

2.  pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar
. Desa, asset Desa, peng organisasian, jurnalis warga dan isu
- anak lainnya;

3. adfokasi penyuluhan hak anak, perempuan, difaber warga
. miskin dan masyarakat marginal terhadap akses
- administrasi kependudukan dan catatan sipil;

4. | peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya
- ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan,;

dan |

5.  kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang
- sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam
 musyawarah Desa.

Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber

daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan

keéejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada
pefnbentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. ' pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry
- kecil dan perdagangan;

2. . pelatihan industry rumahan;

. . pelatihan teknologi tepat guna;

- pelatuhan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa

- sesuai kondisi Desa; '

5. pelatihan pemandu wisata;

6. interprestasi wisata;

7. pelatihan bahasa asing;

8

9
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.. pelatihan digitalisasi;
.. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
10;. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar
- wisata/pokdarwis;
11. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;



12.

'~ lingkungan
13.
14.
15.
16.

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan yang sesuai
' dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
- musyawarah Desa.
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pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah

pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;

pelatihan tekhnik pemasaran online

pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung

Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
pemermtahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

1.}

oo

 pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;

3.  pengembangan unit pengaduan di Desa;

4.  pengembangan bantuan hukum dan para legal Desa untuk
. penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
pengembangan kapasitas para legal Desa;

. penyelenggaraan musyarawah Desa untuk
- pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan
Desa; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
' Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. :
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LAMPIRAN II1

PERATURAN
NOMOR
PRIORITAS

BUPATI

BOMBANA

TAHUN 2024 TENTANG

PENGGUNAAN

DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DAR!

ANGGARAN
BELANJA NEGARA DI

PENDAPATAN

DAN
KABUPATEN

BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN D;ANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

TAHUN ANGGARAN 2024
{dalam ribuan rupial.
ALOKASI
‘ ALOKASI ALOKASI | ALOKASI

NO KODE NAMA DESA DASAR FORAMUL AFIRMASI | KINERJA TOTAL
(1} 2 : (3) 4) {5) (6) (7] (8=4+5+6+7)
1. |7406012009 [Pokohrumba 607.490 290.472 - - 897.962
2. 7406012011 [Pallimae 544.646 189.152 - - 733.798
3. |7406012018 [Salosa 544.646 243.283 - - 787.929
4. 7406012019 [Matiro Walie 544.646 166.703 - - 711.349
5. [7406022003 [Teppoe 607.490 208.538 - - 816.028
6. |7406022004 [Biru 607.490 385.939 - - 993.429
7. 7406022010 Mambo 544.646 210.315 - - 754.961
8. [7406032001 [Rau Rau 544.646 167.045 - - 711.691
9, [7406032008 [Ladumpi 544.646 162.864 - 204.600 912.110
10. [7406032009 [Rarowatu 481.802 153.392 - 204.600 839.794
‘11. {7406032011 [Lakomea 544.646 194.443 - - 739.089
12. 7406032012 [Pangkuri 544.646 185.532 - - 730.178
13. 7406032013 [Lampeantani 544.646 174.394 - - 719.040
14. 7406032014 Watu Kalangkari 544,646 159.240 - - 703.886
15. [7406032015 {Tahi Ite 544.646 184.596 - - 729.242
16. 7406042001 [Lantawonua 544.646 178.299 - 204.600 927.545
17. [7406052010. Rahadopi 544.646 187.319 - - 731.965
18. [7406052011 [Tirongkotua 544.646 208.770 - - 753.416
19. {7406062005 [Wumbuburo 544.646 158.186 - - 702.832
20. 7406062006 [Balo 544.646 166.744 - - 711.390
21. 17406062007 [Toli-Toli 544.646 144.757 - - 689.403
22. 7406062008 [Tapuhaka 544.646 281.087 - - 825.733
23. 7406062011 [Bungi-Bungi 544.646 197.409 - - 742.055
24. [7406072001 Babamolingku 544.646 219.292 - 204.600 968.538
25. |7406072002 [Toari Bombana 544.646 214.908 - - 759.554
26. [7406072003 [Timbala 544.646 283.624 - - 828.270
27. 7406072004 [Ranokomea 544.646 296.615 - - 841.261
28. |7406072005 [Rakadua 670.334 194.972 - 204.600 1.069.906
29. 7406072006 [Lameong-Meong 544.646 150.522 - - 695.168
30. 17406072007 |Pabiring 544.646 163.901 - - 708.547
31. '|7406072008 [Balasari 544.646 272.490 - - 817.136
32. [7406072009 Bulumanai 544.646 241.898 - - 786.544
33. 7406072010 Matabundu 544.646 224.418 - - 769.064
34. 7406072011 Analere 544.646 250.260 - - 794.906
35. {7406082001 [Pomontoro 481.802 183.542 - 204.600 869.944
36. 7406082002 [Liano 544.646 207.674 - - 752.320
37. 7406082003 [Pulau Tambako 607.490 305.186 - - 912.676
38. {7406092004 [Lora 607.490 282.138 - 204.600 1.094.228
39. 17406082005 [loli-Toli 544.646 134.526 - - 679.172
40. 17406082006 [lajuncu 481.802 210.199 - - 692.001
41. 7406082007 Mawar 544.646 183.922 - - 728.568
42. [7406082008 [Laloa 544.646 241.295 - - | 785.941
43. 17406082009 [Batu Sempe Indah 481.802 126.483 - - 608.288
44. {7406082010 Hambawa 481.802 | -166.823 - - 648.628
45. 7406082011 [Puu Waeya 481.802 248.756 - - 730.55¢
46. [7406092001 Wumbubangka 544.646 172.334 - 204.600 921.58C
47. 17406092002 [Hukaea 544.646 151.137 - - 695.782
48. [7406092003 [antowua 544.646 91.935 - - 636.581
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{dalam ribuan rupiah/
'é ALOKASI
: : ALOKASI ALOKASI | ALOKASI

NO KODE NAMA DESA DASAR FOI}MUL AFIRMASI | KINERJA TOTAL
(1) 2 3 IZ] (5] ©) 1] (B8=4+5+6+7)
49. 7406092004 [Tembe 544,646 139.657 - - 684.303
50. [7406092005 [Watu Mentade 544.646 98.892 - 204.600 848.138
51. [7406092006 Marga Jaya 607.490 116.264 - 204.600 928.354
52. [7406092007 [Tunas Baru 544.646 151.909 - - 696.555
53. [7406102001 [Tampabulu 607.490 362.579 - - 970.069
54. [7406102002 [[anah Poleang 607.490 205.531 - 204.600 1.017.621
55. [7406102003 [Karya Baru 544.646 161.979 - - 706.625
56. [7406102004 [Toburi 607.490 260.527 - 204.600 1.072.617
57. [7406102005 [Rompu Rompu 607.490 248.296 - - 855.786
58. [7406102006 [Pusuea 544.646 223.204 - - 767.850
59. [7406102007 [Lawatuea 544.646 159.321 - - 703.967
60. [7406102008 Wambarema 544.646 157.884 - - 702.530
61. [7406112001 [Batu Putih 544.646 158.575 - - 703.221
62. [7406112002 Waemputang 607.490 242.548 - - 850.038
63. [7406112003 [Kalibaru 544.646 167.506 - - 712.152
64. [7406112004 Akacipong 544.646 149.158 - - 693.804
65. [7406112005 [Laea 607.490 255.917 - - 863.407
66. [7406122001 [Larete 544.646 199.124 - 204.600 948.370
67. [7406122002 [Lemo -544.646 152.739 - - 697.385
68. [7406122003 [Terapung 607.490 604.786 - - 1.212.276
69. [7406122004 [Lamuare 481.802 261.305 - - 743.107
70. [7406122005 [Rambaha 481.802 207.350 94.800 - 783.952
71. [7406132001 [Langkema 544.646 144.283 - - 688.929
72. [7406132002 Batuawu 544.646 105.539 - - 650.185
73. [7406132003 [Pongkalaero 544,646 108.462 - - 653.108
74. [F406132004 [Puu Nunu 544.646 206.226 - - 750.872
75. [7406142002 Baliara 607.490 249.289 - - 856.779
76. [7406142003 [Rahantari 544.646 205.730 - - 750.376
77. 7406142004 Baliara Kepulauan 544.646 359.141 94.800 - 998.587
78. [7406142005 [Baliara Selatan 607.490 155.230 - - 762.720
79. [7406152001 Mapila 544.646 176.354 - - 721.000
80. (7406152002 [Wumbulasa 544.646 155.243 - - 699.889
81. [7406152003 Sangia Makmur 544.646 166.796 - - 711.442
82. [7406152004 [Eemokolo 544.646 193.553 - - 738.199
83. [7406152005 [Tedubara 544.646 185.822 - - 730.468
84. [7406152006 [Larolanu 481.802 202.354 - - 684.156
85. [7406162001 [Lamonggi 544.646 210.126 - - 754.772
86. [7406162002 [Tangkeno 544.646 213.438 - - 758.084
87. [7406162003 [Lengora 544.646 193.846 - 204.600 943.092
88. [7406162004 [Enano 481.802 219.174 - - 700.976
89.: 7406162005 [Ulungkura 544.646 188.121 - - 732.767
90. [7406162006 [Lengora Selatan 544.646 123.478 - - 668.124
91. [7406162007 [Lengora Pantai 544.646 346.355 94.800 - 985.801
092. [7406172001 [Masaloka 544.646 133.825 - 204.600 883.071
93. [7406172002 {Batulamburi 544.646 122.495 - - 667.141
94, (7406172003 [Masaloka Selatan 544.646 172.347 - - 716.993
05. [7406172004 Masaloka Timur 544.646 172.756 - 204.600 922.002
96. [7406172005 [Masaloka Barat 481.802 133.674 - - 615.476
97. [7406182004 [Tapuhahi 607.490 155.465 - 204.600 967.555
98. [7406182005 [Lampata 544.646 160.495 - - 705.141
99. [7406192001 Mulaeno 544.646 172.440 - - 717.086
100. 7406192002 [Leboea 544.646 273.023 - - 817.669
101. 7406192003 [Paria 544.646 140.214 - - 684.860
102. .[7406192004 [Poleondro 544.646 195.854 - - 740.500
103. [7406202001 [Tontonunu 544.646 172.943 - - 717.589
104. 7406202002 [Fongkoseng 607.490 345.634 - - 953.124
105. [7406202003 [Tetehaka 544.646 228.656 - - 773.302
106. 7406202004 [Watu Melomba 544.646 265.984 - - 810.630
107. :[7406202005 [Puu Wonua 544.646 317.520 - - 862.166
108. [7406212001 [Lombakasi 544.646 182.467 - - 727.113
109. '[7406212002 [Lantari 544.646 214.227 - 204.600 963.473
110. 7406212003 544.646 252.429 - - 797.075

Langkowala
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(dalam ribuan rupiah

| ALOKASI
. ALOKASI ALOKASI | ALOKASI
NO KODE I;IAMA DESA DASAR FOli\MUL AFIRMASI | KINERJA TOTAL
{1 2) ; @3 2] &) (6) ] (8=4+5+6+7)

111. 7406212004 [Pasare Apua 544.646 | 276.134 - - 820.780
112. 7406212005 [Anugerah 544.646 | 230.359 - - 775.005
113. 7406212007 [Kalaero 544.646 124.904 - - 669.550
114. 7406212008 [Tina Bite 544.646 | 395.566 -|  204.600 1.144.812
115. (7406212009 [Rarongkeu 544.646 | 276.318 - - 820.964
116. [7406212010 Watu-Watu 544.646 | 319.996 - - 864.642
117. [7406222001 Kolombi Matausu 481.802 | 229.113 - - 710.915
118. [7406222002 [Morengke 481.802 | 222.808 - - 704.610
119. [7406222003 Wia-Wia 481.802 150.033 - - 631.835
120. 7406222004 [Lamuru 544.646 225.350 - - 769.996
121. 7406222005 (Totole 481.802 | 228.366 - - 710.168

~ ’ ‘ JUMLAH (Rp.) | 95.427.677
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